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BUPATI I(OLAKA UTARA

PERATURAN []UPATI KOLAKA UTAfIA

NOMOR 800/146 TAHUN 2A10

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERIN]'AHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANIG MAHA ESA

BUPAI'I KOLAKA UTARA

Menimbang bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 60 peraturan

pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentarrg Sistem

Pengendalian lrrtern Pernerrntah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kolaka Utara tentang Penyelenggarcan Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kolaka Utara.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega,'a Republik

lndonesia Talrun 1945',

Mengingat

Undang-Unclang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi

Tenggara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Talruirr 20A4 Nomor 5; Tambahan Lembaran

Negara Reprrblik lndonesia, Nornor /r355);

Undang-Undang Nomor 32- Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tcrhun 2004 Nomor 125', Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia, Nomor 44i7) sebagaimana
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telah beber;apa kali diubah terakhir dengan urrdang-

Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4844)'

Undarrg-Unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 126, Tambahan Lemba|an Negara Republik

lndonesia Nomor 4438) ;

Peraturan f:)emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaar.r Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik ln,Jonesia Tahun 2A05 Nomor 140', Tambahan

Lembaran l'legara Republik lttcjones;ia, Nomor a57B);

peraturan Pemerintah Nontor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Penrerintahan antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupateniKota

(Lenrbar Nr:gara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tamberhan Lembaran Negara Republik lndonesia

Notror 4737)'.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pr:ngendalian lntern Pemerintah (Lembaran

Negara Rr:publik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127;

TarrrbahanLembaranNegaraRepubliklndonesia,Nomor

aB90);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2

Tahun2009TentangPokok-pokokPengelolaanKeuangan

Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATIKOL.AKAUTARATENTANG
PENYE.I-ENGGARAAN SIS'TEN4 PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAI-IDILINGKUNGANPEMERINTAHAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturarr Bupati Kolaka Utara ini yang dimaksud

dengan :

l.SistemPenS;endalianlntern(SPl)adalahprosesintegral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikankeyakinanmemadaiatastercapainyatujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien'

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Sistem Pengendalian lntern Pemerintah' yang

selarrjutnyadisingkatSPlPadalahSistemPengendalian

lntern yang diselenggarakan secara menyeluruh

terhadap proses perancangan dan pelaksanaan

kebijakan serta perencanaan, penganggaran' dan

pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kolaka Utara.

Pengawasan lntern adalah seluruh proses kegiatan

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkarrr tata kepemerintahern yang baik'

Penrerintah Daerah Kabupaten l(olaka Utara adalah

Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah

Bupati adalah Bupati Kolaka Utara'

Badan Perrgawasan Keuangan dan Pembangunan' yang

selanjutnya clisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan

3.
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irrtern perrreriritatr yelrrll bertarrggurrg jawab langsung

kepadal Presiden.

lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah

aparat pen[Jawasan intern Pernerintah Daerah

Kabupaten Kolaka Utara yang bertanggung jawab

langsung kePada BuPati

Perangkat dar:rah adalah perangkat daerah Kabupaten

Kolaka Utara sebagaimana telah diatr-rr dalam Peraturan

Perrrerrtrtalt N,frTlot"4'1 
'fahun 2007 '

Audit, adalah proses identifikasr masialah, analisis, dan

evaluasi buk.ti yang dilakrrkan secara independen'

obyektifdanprofesionalberclasarkanstandaraudit,

untuk menil;ai kebenaran, kecerntatan, kredibilitas'

efektivitas, efisiensi, dan keandalarr informasi

pelaksarraantugasdanfungsilrlstans.iPemerintah.

Reviu, adalz;rh penelaahan ulang bukti-bukti suatu

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut

telah dilaksanrakan sesuai dengan ketentuan' standar'

rencana, atatt norma yang telah ditetetpkan'

Fvalu;rsi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan

hasil atau Srrestasi suatu kegiatan dengan standar,

rencana, atilu norma yang telah ditetapkan' dan

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberlrasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam

mencaPai tujuan.

Pemantauan, adalah prose:; penilaian kemajuan suatu

program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang

telah ditetaPl'ran.

13. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan

pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi

mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan

pengawasan, pembimbingan dan konsultansi'

pengelolaan hasil pengawasan' dan pemaparan hasil

pengawasan.

10.

11

12.



14. Petunjuk Pelaksanaan Pe,nvelenggaraan sPlP adalah

Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Kolaka

Utara tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat

kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan

pengintegrasian seluruh aktivitas marrajemen

pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh

unsur sPlP telah terbangun dalam program/kegiatan

pemerintahan daerahiperangkat daerah dalam rangka

menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan'

Pasal 2

(1) Untuk mencapai pengelolaen keuangan daerah yang

efektif , efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara'

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dilaksanakarr dengan berpedoman pada SPIP

sebagairnana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang sistem Fengendalian lntern

Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan

untuk memberikan keyakinan yang mernadai bagi

tercapairrya efekiivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggilraan pemerintahan Kabupaten Kolaka

Utara keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset daenth, dan ketaatan l.erhaciap peraturan

perundang-undangan.

BAB II

PENYELEN{SGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KOLAI(A UTARA

Pasal 3

(1) Perarrgkat [)aerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kolaka Utara wajib menerapkan SPIP
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sebagainlarla dinraksud dalattr Pasill 2 ayal (21 yang

meliputi unsul :

a. Lingkurrgetn Pengendalian;

b. Penilaian Risiko;

c. KegiatanPengendalian;

d. lnforrrasi dan Komunikasi; dan

e. Pemantattan Pengendalian lntern.

Uraian clan perrgaturan Ltnsrlr IIPIP seklagaimana

dimaksudpadaayat(1)adalahsesuaidenganPasal4

sampai denglan Fasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor

60 Talrurr il008 tentang sistem Pengendalian lntern

Pemerintah.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi

bagian integral dari kegiatan perangkat daerah'

Pasal 4

(1) Penyeienggareian SPIP cli lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kolaka Utara dikoordinasikan oleh sekretaris

Daerah KabuPaten.

(2) Penyelenggari;ran sebagaimana clirnaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan

pedoman teknis penyelenggaraan sPlP yang ditetapkan

olehKepalaBPKPsebagaipembinapenyelenggaraan

SPIP.

(3) KetentLran lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaritan sPlP sebagairnarta dimaksud pada

ayat (2) ditetal:kan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

(1)Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP

dibentuk satuan Tugas sPlP Pemerintah Daerah

Kabupaten l(olaka Utara.

(3)
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas

pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Kolaka

Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAB III

PENGUATANE:FEKTIVITASPENYELI:NGGARAANSPIP

Pasal 6

Pernirnpirr perangkat daerah bertanggung jawab atas

efektivitas 1>enyelenggaraan SPI di lingkungan masing-

masing.

UntukmernperkuatdanmenunjangefektivitasSPl

sebagaimana drmaksud pada ayat (1) dilakukan

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerrlh ternrasuk akuntabilitas

keuangan tlaerah.

Pasal 7

Pengawasiln intern sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh lnspektorat Daerah

Kabupaten Kolaka Utara.

lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

pengawasan intern melalui :

a. audit,

revru;

evaluasi;

pemantauan, dan

kegial"an Perlgawasan lainrrYa'

Pasal 8

lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

b.
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yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 4 ayal (2) harus telah ditetapkan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini

ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua

llada tarrrgg,ri. I .t"rLi

BI.JPATi UTARA

,i

USDA MAHMUD

2010

KABUPATEN KOTAKA UTARA

?-ua

Diundangkan di
pada tanggal

Lasrrsua

I I't i i

EFiAH

BERITA DAERAH KABUPATEN

TAHUN 201O NOMOR

KOLAKA UTARA


